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ABSTRACT

Agricultural sector get the especial priority in the effort economic development because this
sector represent the dominant sector in Indonesia, either from contribution of national earnings, supply of
employment, resource of stock-exchange etcetera. New approach in development ought to base on the
fact that farmer have experienced of the process dinamisasi and modernize, so that farmer have more
rational, have recognized the modern agriculture technology and recognize various high valuable
agriculture commodity. Most of all farmer, including small businessman, have got the benefit from
program of Bimas or green revolution, with adopting modern technology at paddy look like at growth
rate high production until start a decay 1990-an. Food resilience do not only short-range, but long-range
more important, that is how can create the situation able to push the stable production by trend mounting.
This matter will concern some problem to determine the policy of concerning institute, produce, self
sufficiency, stabilization of price and support price. Protection gets the efficiency, but protection needed a
commodity which not yet ready to compete globally, to protect the emulation which do not fair, to protect
the farmer, and to protect the long-range food resilience.
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PERTANIAN DAN
PERTANIAN

EKONOMIKA

Sebelum manusia mengenal industri
(manufaktur), manusia telah mengenal pertanian.
Masyarakat Eropa mengenal industri pada abad
ke-19, sedangkan mereka telah mengenal
pertanian ribuan tahun sebelumnya. Pertanian
memberikan  kesejahteraan  pertama pada
manusia, membantu meletakkan dasar-dasar
kebudayaan manusia, mendorong manusia
bermasyarakat, belajar terampil membuat alat-alat
pertanian, dan berinteraksi dengan alam
sekitarnya (Soetrisno, 1986). Ketergantungan
manusia pada pertanian merupakan
ketergantungan abadi. Dengan kemajuan
teknologi industri manusia berupaya menciptakan
makanan sintetik, tetapi tidak berhasil. Sampai
sekarang belum ada manusia yang dapat hidup
tanpa produk pertanian. Bahaya kelaparan paling
ditakuti oleh manusia.

Ada satu hal yang selalu
memprihatinkan, yaitu kehidupan sosial ekonomi
pelaku sektor pertanian, petani, di negara-negara
yang sedang berkembang (termasuk Indonesia)
masih sangat tertinggal dibandingkan dengan
kehidupan mereka yang bukan petani. Oleh
karena itu perlu untuk membantu
memperjuangkan petani terhadap kerugian karena
kebijakan yang tidak adil.

Di negara maju, proses integrasi
ekonomi dan sosial antara pertanian dan sektor
lain telah terjadi secara sempurna, usahatani
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bersifat bisnis dan petani berperilaku sebagai
pengusaha  (businessman). Kedua  sektor
berorientasi komersial (commercial oriented) dan
secara teknik budidaya cukup baik dalm
memperoleh informasi teknologi petani dengan
mudah dapat menjangkau jaringan pelayanan
finansial, pemasaran, lembaga penasehat dan
badan penelitian, baik pemerintah maupun
sawasta (Ghatak & Ingerset, 1984). Mayoritas
petani di negara maju keadaan tidak lebih buruk
dari pada penduduk di bidang lain. Bahkan kalau
diperhitungkan keadaan mereka yang lebih bebas,
kenyamanan tinggal di lahan luas di pedesaan,
petani merupakan kelas yang lebih baik. Hal ini
sangat berlawanan dengan petani di negara yang
kurang berkembang.

Di negara yang kurang berkembang (/ess
development country) atau lebih nyaman disebut
sebagai negara yang sedang berkembang
(developing country), keadaan pertanian berbeda-
beda dalam ekonomi dan sosial. Subsektor
pertanian tradisional yang besar peranannya
dalam bidang pekerjaan tetapi kecil dalam
produksi untuk pasar berdampingan dengan
subsektor pertanian “modern” yang kecil
peranannya dalam bidang pekerjaan tetapi relatif
besar peranannya dalam produk yang dipasarkan.
Ini merupakan salah satu bentuk dualisme.

Pertanian tradisional berbentuk usahatani
keluarga, dengan skala kecil dalam sumberdaya
dan produksi, bersifat subsisten atau semi
subsisten. Faktor produksi utama lahan dan
tenaga kerja, terutama tenaga kerja keluarga,
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input yang dibeli sedikit. Penggunaan tenaga luar
keluarga terjadi antara tetangga, berdasar
kebutuhan musiman. Fragmentasi lahan usahatani
memperbesar ketimpangan dalam distribusi lahan
dan pendapatan petani. Tujuan produksi terutama

untuk konsumsi rumah tangga petani sendiri.

Usahatani semi-subsisten menghasilkan sebagian
untuk konsumsi sendiri dan sebagian untuk pasar.
Bagian yang dipasarkan dapat dari cash crop
yang sengaja ditanam untuk dijual (tembakau,
karet, sayur dsb) atau surplus produksi terhadap
konsumsi rumah tangga (bahan makanan).

Tujuan  petani  kecil tradisional
mengundang kontroversi pendapat antar pakar.
Ada yang berpendapat bahwa tujuan usahatani
kecil tradisional utamanya memaksimumkan
keuntungan seperti petani modern, sebagian lain
mengemukakan bahwa tujuan usahatani kecil
agar petani memperoleh jaminan keamanan
ekonomi dengan meminimumkan resiko.

Petani subsisten = murni hanya
mempertimbangkan berdasar pengelolaan pokok
rumah tangga, sehingga motivasi utamanya
adalah keamanan pemenuhan bahan makanan
(sandang dan pangan) untuk keluarganya. Petani
semi-subsistem merupakan pengelola rumah
tangga sekaligus pengusaha yang bertujuan
keuntungan  maksimum  dengan  kendala
tersedianya sumberdaya dan kebutuhan konsumsi
rumah tangga. Sehingga antara analisis konsumsi
rumahtangga yang menggambarkan permintaan
hasil pertanian, dan analisis produksi yang
menggambarkan penawaran hasil pertanian serta
penawaran dan permintaan input tenaga kerja
keluarga dan luar keluarga tidak dapat
dipisahkan. Pendekatan rumahtangga usahatani
atau farm-household merupakan pendekatan yang
mencakup ketiga analisis tadi.

Selama pendapatan berupa uang (cash
income) sangat rendah sifat menghindari resiko
(risk aversian) lebih kuat dari pada tujuan
keuntungan maksimum. Selama konsisten dengan
memaksimumkan utility, secara ekonomi tetap
rasional. Kajian empirik menunjukkan bahwa
petani kecil juga responsif terhadap perubahan
harga relatif.

Selama lahan dan tenaga kerja
merupakan faktor produksi dominan dalam
pertanian tradisional, tingkat produksi cenderung
dibatasi oleh tersedianya kedua faktor tersebut.
Sering lahan sebagai faktor yang langka karena
tekanan kepadatan penduduk yang tinggi dan
terbatasnya kesempatan  pemilikan  lahan.
Kelangkaan lahan dan kelebihan tenaga kerja
mengakibatkan sistem pertanian berkembang
kearah intensif tenaga kerja (labor intensif) yang
mengutamakan pengusahaan tanaman dengan
hasil persatuan luas lahan (hasil per hektar =
produktivitas lahan) yang lebih tinggi.

Kelangkaan lahan dicirikan dengan sewa lahan
yang tinggi, tenaga kerja berlebihan dicirikan
dengan upah yang rendah.

Pertanian dengan lahan yang cukup
tersedia dan tenaga kerja langka akan menuju
kearah sistem pertanian intensif lahan yang
menekankan hasil per pekerja dari pada hasil per
satuan luas lahan. Akibatnya kurang dorongan
untuk mengusahakan tanaman yang memerlukan
perhatian lebih teliti. Sewa lahan rendah, hak
pemilikan lahan dan persewaan sangat lemah dan
tidak pasti, tetapi upah tinggi.

Ekonomika pertanian atau ilmu ekonomi
pertanian pernah disajikan dalam pendidikan
tinggi di dua fakultas di Universitas Gadjah Mada
Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi. Di
negara lain dapat juga disajikan di lingkungan
ilmu pertanian (University of Wiconsin, Reading
University, University of Phillipines Los Banos
dll) atau di lingkungan ilmu ekonomi (Jowa State
University, University of New England dsb.).
Aspek sosial dari pertanian, seperti penyuluhan
pertanian, lebih banyak dibicarakan dan disajikan
di Fakultas Pertanian. Sejumlah pakar ilmu sosial
di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta Fakultas
Sastra dan Kebudayaan (Fakultas Ilmu Budaya)
terutama ilmu antropologi sosial juga banyak
membahas aspek sosial dalam kehidupan dan
kegiatan pertanian, terutama dalam kaitannya
dengan pembangunan. Demikian pula para pakar
ekonomi pertanian dan ekonomi pembangunan
makin tertarik dan menaruh perhatian besar pada
berbagai masalah sosial dan kelembagaan di
negara yang sedang berkembang. Dengan
demikian perkembangan ilmu-ilmu yang
memandang pertanian dari segi sosial dan
ekonomi dalam hubungannya dengan upaya
pembangunan di negara yang sedang berkembang
tidak lagi dibatasi oleh pengkotakan jalur
pendidikan fakultas, jurusan dan program studi.

Ekonomika pertanian dapat didefinisikan
sebagai pengetrapan teori ekonomi pada sektor
pertanian (Economic theory as Applied to
agriculture) (Agrawal & Bansil, 1971) atau ilmu
pertanian yang dianalisis dari segi ekonominya
atau agricultural economics is the branch of
agricultural science which treats of manner of
regulating the relations of the different
elementscomprising the resources of the farmer,

. in order to secure the greatest degree of
prosperity tp the enterprise (Jouzier in Agrawal
& Bansil, 1971:1). Dengan demikian untuk
mempelajari  ekonomika  pertanian  perlu
mempelajari aspek teknis pertanian (budidaya)
dan teori ekonomi serta alat analisis
pendukungnya. Mubyarto (1969) mengatakan
bahwa ekonomika pertanian adalah yang selalu
diusahakan kemajuan dan perkembangannya oleh
para pakar ekonomika pertanian atau Goodwin &
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Drummaond (1982:3) mengemukakan
agricultural economics is what agricultural
economist do. Ekonomika pertanian dapat dibagi
menjadi 5 bagian (Agrawal & Bansil, 1971:2)
yaitu produksi, distribusi, konsumsi, pemasaran,

serta perencanaan dan kebijakan. Pendekatan -

terbaru mencakup sistem agribisnis yang meliputi-
subsistem usaha produksi primer di usahatani (on-
farm), subsistem off~farm hulu (berhubungan
dengan input), subsistem off<farm  hilir
(berhubungan dengan produk), dan subsistem
penunjang/pelayanan  (lembaga  keuangan,
penelitian dan penyuluhan) (Widodo, 2003:2)

PEMBANGUNAN PERTANIAN

Sektor pertanian mendapat prioritas
utama dalam upaya pembangunan ekonomi
karena sektor ini merupakan sektor dominan di
banyak negara berkembang, baik dari kontribusi
pada pendapatan nasional, penyediaan lapangan
kerja, sumber devisa dan sebagainya. Hal ini
mulai popular sejak permulaan dasawarsa 1960-
an. Sebelum itu sektor pertanian dianggap sebagai
sektor yang pasif atau statis dalam pembangunan
ekonomi dan sektor industri dianggap sebagai
sektor dinamis sebagai penggerak pembangunan
ekonomi. Teori-teori ekonomika pembangunan
memandang sektor pertanian sebagai sumber
tenaga kerja, yaitu teori Lewis (1958) dalam
Economic Development with Unlimed Supply of
Labor dan Zero marginal productivity of labor
dari Fei & Ranis (1970) di negara-negara
berkembang yang mengalami  kelebihan
penduduk. Teori ini mengatakan bahwa produksi
marginal tenaga kerja di sektor pertanian sangat
rendah, bahkan sama dengan nol, maka sektor
industri yang mempunyai produksi marginal lebih
tinggi dapat mengambil tenaga kerja berapapun
dengan upah yang rendah.

Sebenarnya dalam dasawarsa 19600-an
beberapa pakar teori dualisme sudah mengatakan
perlunya investasi di sektor pertanian untuk
mempercepat pertumbuhan surplus produksi
pertanian agar tidak menuju low equilibrium trap
(Fei & Ranis, 1964; Jorgenson, 1967) dan juga

Johnston & Mellor, (1961) menekankan
pentingnya  pertanian sebagai  pendorong
pertumbuhan ekonomi. Berbagai  teori
pembangunan pertanian yang paling

mengesankan adalah teori high-payoff input dari
Theodore W. Schultz (1964) dalam bukunya
“Transforming Traditional Agriculture”, yang
berakibat terjadinya revolusi hijau di Asia dan
Amerika Latin. Teori yang sering disebut dengan
rational but poor farmer ini menyatakan bahwa
teknologi bersifat location specific, perlu adanya
investasi besar-besaran dalam penelitian untuk
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menghasilkan teknologi baru, pendidikan dan
penyuluhan untuk menyiapkan petani mengadopsi
teknologi dan industri input modern agar input
modern tersedia dan terjangkau petani.

Meskipun demikian teori induced
agricultural development (Hayami & Ruttan,
1971; 1984; 1985) mengkritik karena kurang

dalam membahas perkembangan teknologi,
bahwa teknologi merupakan endogenous
variable, yang berkembang dalam proses

pembangunan itu sendiri sesuai dengan resource
endowment. Akhir-akhir ini timbul paradigma
baru, sustainable agricultural development.
Konsep ini berasal dari kekuatiran para pakar
ekologi mengenai dampak jangka panjang dari
tekanan yang luar biasa pada natural support
systems. Konsep ini menekankan adanya
keterkaitan alam, sosial, ekonomi dan budaya,
yaitu pembangunan tanpa mengorbankan
kebutuhan generasi yang akan datang, memenuhi
kebutuhan secara berkesinambungan, tidak hanya
menekankan kelestarian sumberdaya melainkan
juga pertumbuhan produksi dan pendapatan.

PEMBANGUNAN
INDONESIA

PERTANIAN DI

Teori dualisme sosiologi statis dari
Boeke menyatakan bahwa teori ekonomi barat
tidak dapat diterapkan pada masyarakat jajahan di
daerah tropis dan mengusulkan adanya
pendekatan teori yang berbeda pada masalah
ekonomi, karena adanya jurang yang dalam yang
memisahkan  keduanya  sehingga  sering
menampakkan hal-hal yang berbeda sehingga
teori ekonomi barat tidak memadai. Perbedaan
mendasar pada tujuan kegiatan, di barat didorong
oleh kebutuhan ekonomi, sedang di timur oleh
kebutuhan sosial. Teori dualisme statis lain,
enclave dualism dari Higgins mengatakan bahwa
sumber perbedaannya terletak pada teknologi dan
pasaran hasil. Sektor modern mengimpor
teknologi terutama bersifat hemat tenaga kerja
dengan intensif modal dan pasaran produksinya
internasional, sedang sektor tradisional bersifat
intensif tenaga kerja dengan pasaran produksi
dalam negeri. Perkembangan sektor modern
terutama sebagai reaksi terhadap permintaan
pasar ekspor, hampir tanpa dampak pada ekonomi
lokal.

Teori involusi pertanian (Geertz, 1963)
mengatakan bahwa justru karena kebijakan
kolonial Belandalah yang menyebabkan petani
tradisional di Indonesia, pada permulaan
kemerdekaan, masih dalam involusi pertanian,
yang hanya dapat menaikkan produksinya sebesar
pertambahan penduduk dengan penambahan input
tenaga kerja tanpa kenaikan standar hidup. Pada
permulaan program intensifikasi (Dimas) pada
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padi, hasil yang sangat berarti adalah mengatasi
keadaan statis ini oleh petani luas (lebih dari 0,5
ha) (Suwardi, 1972; 1973; Sinaga & Collier,
1975; Sayoga; 1973). Petani yang lebih kecil

mendapat manfaat dari rogram ini juga. Bahkan _
akhirnya ada kecenderungan bahwa produksi per

hektar lebih tinggi terjadi pada usahatani yang
lebih kecil (Keuning, 1984). Terutama ini terjadi
dengan perkembangan penggunaan teknologi
modern yaang bersifat hemat lahan (/and saving)
pada padi melalui paket teknologi Bimas yang
sangat cocok dengan sawah irigasi dengan
kepadatan penduduk yang tertinggi seperti Jawa
dan Bali.

Meskipun di Jawa dan Bali man-land
ratio tinggi, tetapi perlu juga mengembangkan
teknologi mekanik secara selektif, karena
kebutuhan tenaga kerja pada bulan-bulan tertentu
lebih besar dari pada yang tersedia (Birowo,
1977). Pada kenyataannya mekanisasi selektif
pada usahatani padi telah terjadi di Jawa dan Bali
ditambah lagi adanya introduksi varietas baru
berumur pendek dan perkembangan irigasi
memungkinkan penanaman padi 2 sampai 3 kali
setahun. Penggunaan sprayer terutama hand
sprayer sudah umum pada tanaman padi dan
tanaman lainnya. Alat penyiangan sederhana
seperti landak (berputar) dan sorok (tidak
berputar) sudah diadopsi berkombinasi dengan
cara manual.

Perubahan juga terjadi pada penggunaan
alat panen padi ani-ani dengan sistem bawon
menjadi dengan sabit dengan sistem upah. Salah
satu alasannya adalah bahwa varietas padi unggul
baru umumnya pendek dan mudah rontok.
Mekanisasi sederhana ini merubah hubungan
tenaga kerja dan kesempatan kerja bagi penduduk
tak berlahan, terutama dengan berkembangnya
sistem tebasan, biasanya penebas membatasi
tenaga kerja panen dan mengurangi upah panen
(Collier et al., 1982; Utami & Ihalaw, 1993).

Pekembangan teknologi pasca panen
sudah terjadi lebih dulu dan cepat seluruh daerah
di Indonesia sejak tahun 1970, yaitu menumbuk
padi dengan tangan oleh wanita desa yang
dulunya umum, sudah hilang diganti dengan unit
penggilingan huller. Ini adalah salah satu bentuk
perubahan dari teknologi tradisional ke teknologi
modern dalam ekonomi surplus tenaga kerja yang
telah menghilangkan sumber pendapatan dari
penduduk desa tanpa lahan. Perkembangan
teknologi juga terjadi pada irigasi dengan pompa
meesin di areal dengan air tanah yang dangkal.

EVALUASI PEMBANGUNAN PERTANIAN
DI INDONESIA

Sebelum Pelita dan pada tahap awal
Pelita target pembangunan pertanian di Indonesia

selalu swasembada pangan terutama beras.
Masalah yang dihadapi pada waktu itu adalah
adopsi teknologi oleh petani yang masih lebih
subsisten tradisional, penyediaan input modern,
teknologi baru dsb. Dengan program intensifikasi
(Demas, Bimas, Insus dsb) yang dimulai tahun
1964/65 yang selalu diperbaiki, baik dalam paket
teknologi, sistem penyuluhan, sistem penyediaan
input, kredit tersubsidi, rekayasa sosial maupun
kebijakan harga input dan output, maka Indonesia
merupakan salah satu negara yang mengalami
revolusi hijau yang dapat ~memecahkan
kekurangan pprodukssi pangan di Asia. Akan
tetapi, revolusi itu sendiri mendapat kritik dalam
hal kerusakan lingkungan, terabaikannya
indigenous technology,institution and wisdom, di
samping itu masalah pemerataan dan kemiskinan
masih belum terpecahkan dengan tuntas.
Reformasi agraria mungkin salah satu cara
pemecahan untuk pemerataan dan kemiskinan,
tetapi masih dalam bayangan yang jauh. Sejarah
membuktikan bahwa land reform yang berhasil
berhubungan dengan kekuasaan politik yang kuat
(Cina, Jepang, Taiwan).

Pencapaian swasembada beras pada
akhir Pelita III telah melalui proses yang panjang.
Berbagai upaya secara bersama berperan pada
keberhasilan swasembada beras ini. Upaya-upaya
tersebut berupa investasi besar di bidang
penyediaan teknologi, irigasi, input modern dan
pendidikan /penyuluhan. Penyediaaan teknologi
diupayakan dengan mengembangkan lembaga
penelitian nasional dan menjalin jaringan
penelitian internasional dengan IRRI. Penyediaan
input modern dalam jumlah dan distribusi yang
terjangkau diupayakan dengan mendirikan pabrik
pupuk dan pestisida, pengaturan distribusi pupuk,
dan subsidi harga pupuk dan pestisida. Investasi
bangunan irigasi besar dengan bantuan (/oan) dari
badan internasioanal (World bank, ADB, dsb).
Investasi di bidang penyuluhan dengan
mengembangkan sistem LAKU (Latihan dan
kunjungan=TV system= Training and Visit
system) dengan kombinasi rekayasa sosial
kelompok tani sehamparan dalam Insus.
Demikian juga kebijakan lain yang mendukung,
seperti kebijakan fiskal (KLBI) dengan kredit
tersubsidi, keterlibatan lembaga keuangan (BRI),
kebijakan stabilitas harga antar musim dan
pengendalian impor beras. Stabilitas harga ini
pernah terlalu stabil sehingga mematikan usaha
pemyimpanan perseorangan dan swasta serta
mematikan jaring pengaman tradisional, seperti
lumbung desa. Perhatian yang besar pada padi
sampai Pelita 11 mengakibatkan perhatian pada
komoditas pertanian selain padi kurang, kecuali
pada tanaman perkebunan sebagai bahan ekspor
non migas setelah usainya oil-boom.
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Perkembangan /and-saving technology
dalam paket teknologi panca usaha dan sapta
usaha (Supra Insus) paling cocok untuk sawah
irigasi dengan kepadatan penduduk yang tinggi
seperti di Jawa dan Bali. Oleh karena itu padi

sawah irigasi menggunakan input modern, seperti "

pupuk kimia dan pestisida, dengan dosis tinggi
dan menghasilkan produktivitas lahan yang
tinggi.

Hampir semua petani, termasuk petani
kecil, di Indonesia telah mendapat manfaat dari
program Bimas atau revolusi hijau, dengan
mengadopsi teknologi modern pada padi seperti
tercermin pada laju pertumbuhan produksi yang
tinggi sampai permulaan dasawarsa 1990-an.
Adopsi teknologi ini menunjukkan bahwa petani
di Indonesia telah mengalami proses dinamisasi
dan modernisasi pertanian, tidak hanya teknologi
melainkan sosial dan kelembagaan. Pada
usahatani kecil dalam tekanan kepadatan
penduduk yang tinggi, telah terjadi proses
mekanisasi selektif seperti penggunaan sabit
untuk panen, landak dan sorog untuk penyiangan,
hand sprayer, huller, bahkan traktor tangan untuk
pengolahan tanah. Mekanisasi selektif ini bukan
hanya merupakan proses perubahan teknologi
dari /and-saving ke labor-saving technology di
daerah padat penduduk, melainkan juga
merupakan perubahan sosial dari masyarakat
dengan tradisi kelembagaan yang kuat dalam hal
mutual help and sharing dalam penggunaan input
tradisional menjadi commercial, production
oriented dan profit oriented.

Perubahan lebih lanjut terjadi dalam
krisis ekonomi dan masa reformasi sebagai reaksi
dari overcentralized system dan ekonomi
monopolistik, maka timbul gerakan reformasi
yang menuntut adanya reformasi di segala
bidang. Gejala ini menunjukkan adanya
kesadaran yang meningkat akan hak azazi petani
dan masyarakat tani pada umumnya. Perubahan
lain yang perlu diantisipasi dengan baik adalah
tantangan globalisasi, desentralisasi,
desentralisasi atau otonomi daerah dan paradigma
sustainability.

PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN
PERTANIAN

Pendekatan baru dalam pembangunan
seharusnya berdasar pada kenyataan bahwa petani
sudah mengalami proses dinamisasi dan
modernisasi, sehingga petani sudah lebih rasional,
sudah mengenal teknologi pertanian modern dan
mengenal berbagai komoditi pertanian bernilai
tinggi seperti sayur, buah dsb. Oleh karena itu
program massal dengan design dari pusat yang
ketat seperti Bimas masa lampau dan lain-lain
program semacam sudah harus diubah dengan
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cara menawarkan berbagai program dan teknologi
alternatif dan memberi kesempatan pada petani
untuk memutuskan memilih pola usahatani yang
paling menguntungkan baginya.

Otonomisasi ~ memberikan  harapan
adanya dampak positif dari desentralisasi
kebijakan sehingga dapat menghasilkan proses
kehidupan ekonomi yang lebih efisien karena
adanya keunggulan komparatif lokal untuk
komoditi yang berbeda-beda. Bahan pangan
selain beras untuk daerah tertentu perlu diangkat
kembali seperti sagu, jagung, ketela pohon dan
umbi-umbian. Demikian juga kelembagaan lokal
yang pernah berperan dalam ketahanan pangan
desa dan rumahtangga perlu digali kembali,
seperti lumbung desa, lumbung rumahtangga,
lumbung hidup dsb.

Beberapa pemerintah daerah kabupaten
sudah beroperasi dalam menunjang stabilisasi
harga dengan mengadakan pembelian waktu
panen raya pada komoditi di daerahnya, tidak lagi
tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Hal
semacam ini dapt dilakukan dalam mendukung
efisiensi produksi dan pemasaran dengan
mengembangkan teknologi dan informasi.
Keunggulan yang berbeda-beda tiap daerah dapat
menimbulkan kebijakan yang berbeda-beda dan
menimbulkan dorongan lebih maju dalam
persaingan prestasi dan efisiensi.

Over-used of technical input seharusnya
diubah kearah penggunaan pupuk organik dan
PHT kearah sustainable agriculture dengan lebih
menghargai indigenous technology, institution
and wisdom. Beberapa daerah indigenous
institution ini sudah sangat samar-samar diganti
dengan kelembagaan bentukan pemerintah yang
tidak selalu efektif, daerah lain kelembagaan ini
masih sangat kuat (subak di Bali). Kelembagaan
bentukan pemerintah ada yang efektif, bahkan
ada yang berkembang lebih mandiri. Pendekatan
baru pembangunan pertanian selanjutnya
seharusnya semacam kebijakan pembangunan
yang mampu memberikan peluang petani untuk
berkembang dan mandiri, tanpa selalu
mengharapkan  bantuan  pemerintah, serta
mendukung perkembangan agroindustri yang
mengelola hasil pertanian yang berorientasi pasar
dan agroindustri penghasil input pertanian.

Otonomisasi ~ memberikan  harapan
adanya dampak positif dari desentralisasi
kebijakan sehingga dapat menghasilkan proses
kehidupan ekonomi yang lebih efisien karena
adanya keunggulan komparatif lokal untuk
komoditi yang berbeda-beda. Bahan pangan
selain beras untuk daerah tertentu perlu diangkat
kembali seperti sagu, jagung , ketela pohon dan
umbi-umbian. Demikian juga kelembagaan local
yang pernah berperan dalam ketahanan pangan
desa dan rumahtangga perlu digali kembali,
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seperti lumbung desa, lumbung rumahtangga,
lumbung hidup dsb.

Beberapa pemerintah daerah kabupaten
sudah beroperasi dalam menunjang stabilisasi
harga dengan mengadakan pembelian waktu

panen raya pada komoditi di daerahnya, tidak lagi °

tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Hal
semacam ini dapat dilakukan dalam mendukung
efisiensi produksi dan pemasaran dengan
mengembangan  teknologi dan  informasi.
Keunggulan yang berbeda-beda tiap daerah dapat
menimbulkan kebijakan yang berbeda-beda dan
menimbulkan dorongan lebih maju dalam
persaingan prestasi dan efisiensi.

Kebijakan fiscal dalam hal tariff impor
untuk  proteksi produksi domestik masih
diperlukan sepanjang tidak bermasalah dalam
kesepakatan globalisasi dengan WTO dan AFTA,
selama negara lain, terutama negara maju masih
memproteksi produksi pertaniannya. Hal ini perlu
untuk melindungi produksi terhadap instabilisasi
perdagangan internasional dan perdagangan yang
tidak fair. Subsidi input bertentangan dengan
WTO tetapi subsidi lain diluar batasan WTO
dapat dilakukan melalui pembangunan untuk
public goods, seperti infrastruktur, pendidikan,
penyuluhan dsb.

GLOBALISASI

Teori ekonomi mengajarkan bahwa
perdagangan bebas akan meningkatkan efisiensi
alokasi sumber daya dan meningkatkan
kesejahteraaan semua negara. Akan tetapi, semua
negara, tanpa terkecuali mengadakan campur
tangan pada pasar dengan alasan utama
melindungi  infant  industry,  mendukung
pendapatan usaha kecil, menjamin ketahanan
pangan, redistribusi pendapatan dsb. Banyak
negara mulai menyadari beratnya beban proteksi
yang makin besar dan proteksi jangka panjang
yang tidak sustainable.

Gagasan  liberalisasi ~ perdagangan
internassional mencapai puncak pada persetujuan
UruguayRound (UR) dan dibentuknya World
Trade Organization (WTO) 1 Januari 1995.
Unsur utama dalam UR adalah adanya
persetujuan akses pasar untuk semua komoditi,
menghapus semua hambatan non fariff dan
subsidi. Berkembang juga kerjasama regional
seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area) untuk
Asia Tenggara dan organisasi regional lainya
(NAFTA, EU, APEC dsb). Di samping itu
berkembang hambatan baru yang bertentangan
dengan liberalisaasi seperti anti dumping tariff,
persetujuan sanitary and phytosanitary (SPS),
persetujuan technical barrier to trade (TBT), isu
kualitas dan lingkungan, genetically modified
organism (GMO).

Dalam kehidupan ekonomi di semua
negara ada kecenderungan besar (mega trend)
bahwa pangsa perdagangan internasional semakin
besar dan nilai perdagangan meningkat hampir
100% dalam 1992-1996 (Titapiwanatakum &
Kanai, 1999). Dampak liberalisasi perdagangan
pada berbagai negara tergantung pada apakah
negara pengimpor atau pengekspor dan
bagaimana kebijakan yang diambil. Tarifikasi
dapat berarti menurunkan atau menaikkan tariff
impor dengan menghilangkan hambatan non
tariff.

Dampak liberalisasi perdagangan beras

pada negara pengekspor pada umumnya
menguntungkan produsen dan mengurangi
surplus konsumen, tetapi wet gain pada

kesejahteraan nampak berbeda bagi India dan
Cina yang berpenduduk terbesar mengalami net
loss (Titapiwanatakum & Kanai, 1999). Pada
negara pengimpor tergantung pada kebijakan
yang diambil. Malaysia dan Indonesia dengan
kebijakan menurunkan tarif akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (nef) dan konsumen
dengan mengorbankan produsen. Kalau kebijakan
menaikan harga menurunkan kesejahteraan
masyarakat dan konsumen tetapi menguntungkan
produsen (Filipina). Secara umum disimpulkan
bahwa untuk komoditi ekspor terdapat produsen
gain kecuali negara berpenduduk besar seperti
India dan Cina, untuk komoditi impor terdapat
producer loss.

Feridhanusetyawan & Pangestu (2003)
menganalisis dampak liberalisasi perdagangan
dengan beberapa skenario, mulai dari hanya UR,
UR plus AFTA, sampai plus APEC, hasilnya
akan  sangat menguntungkan  Indonesia.
Tambahan manfaat dengan APEC lebih besar dari
pada AFTA. Kenaikan kesejahteraan ini
didominasi oleh dampak efisiensi alokatif. Hal ini
disebabkan karena adanya perubahan dalam
alokassi sumber daya yang mengakibatkan
perubahan pola sektoral. Penggunaan lahan
bergeser dari padi ke serealia lain dan peternakan.
Penggunaan sumberdaya berpindah dari sektor
primer, seperti pertambangan, kehutanan dan
perikanan ke sektor lain, terutama sektor
sekunder (industri). Perdagangan regional
menjadi lebih efisien, ekspor meningkat, surplus
perdagangan meningkat, kesejahteraan meningkat
dan produksi meningkat.

Makin besar pengurangan tariff dan
makin luas macam komoditi yang termasuk
dalam liberalisasi, makin besar pula welfare gain.
Kenaikan upah dan harga sumberdaya lain yang
terjadi akan memperbaiki pola produksi, ekspor
impor dan menghilangkan distorsi alokasi
sumberdaya di pertanian, serta akses pasar yang
lebih besar. Indonesia akan mengalami ekspanssi
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pada tekstii dan garmen dan mengurangi
pertambangan.

KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL

FAO berkepentingan pada ketahanan --

pangan (food security), bahwa setiap orang
mempunyai hak azazi untuk bebas dari kelaparan
dan kekurangan gizi serta memperoleh kehidupan
yang bermartabat sehingga akses terhadap pangan
yang diinginkan sepanjang waktu terjamin (FAO,
1996; Widodo, 2003). Masalah ketahanan pangan
ini di Indonesia mulai mendapat perhatian lebih
besar pada saat krisis ekonomi, sebagai salah satu
komponen jaring pengaman sosial (social security
nef), yang mencakup juga penciptaan lapangan
kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah
dan pelayanan dasar khususnya kesehatan dan
pendidikan (Soetrisno & Ismayowati, 1999).

Ketahanan pangan rumahtangga
menyangkut terpenuhinya pangan dalam jumlah
dan mutu yang memadai serta aman, merata dan
terjangkau. Ketahanan berkelanjutan (sustainable
food security) meliputi enam kriteria : availability
(ketersediaan), accessibility (keterjangkauan),
utilization, self-reliance (autonomy), stability dan
sustainability (Simatupang & Flemming, 2001).
Oleh  karenanya, ketahanan pangan ini
dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, geo-bio-
physic, kelembagaan dan keadaan politik.

Secara hirarki ketahanan pangan dapat
pada tingkat global, regional, nasional, lokal
(daerah), rumah tangga dan individu. Tingkat
ketahanan yang lebih tinggi merupakan syarat
yang diperlukan (necessary condition) bagi
tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah,
tetapi bukan syarat yang mencukupi (sufficient
condition).  Ketahanan  pangan  nasional
diperlukan untuk ketahanan pangan daerah dan
rumah tangga, tetapi bukan syarat yang
mencukupi.

Ketersediaan pangan (food availability)
dapat berasal dari produksi dalam negeri dan atau
impor. Ketersediaan pangan per kapita ditentukan
antara lain oleh jumlah dan pertumbuhan
penduduk. Penduduk negara-negara berkembang
pada tahun 2000 sekitar 80% dari penduduk
dunia, Asia Timur dan Asia Selatan saja meliputi
52% penduduk dunia (Widodo, 2003). Proyeksi
tahun 2010 proporsi penduduk negara-negara
berkembang meningkat (80,9%), meskipun Asia
Timur, termasuk Indonesia menurun karena
pertumbuhan penduduk yang lebih rendah dari
pada pertumbuhan penduduk dunia.

Ketersediaan kalori di Indonesia pada
tahun 1998 sebesar 2991 kalori per kapita, lebih
besar dari rata-rata negara-negara berkembang
(Widodo, 2001) yang berasal dari karbohidrat,
protein dan lemak. Serealia merupakan sumber
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utama kalori. Untuk Asia serealia yang paling
penting adalah beras, 95% diproduksi di negara-
negara berkembang dan 88% diproduksi di Asia
Timur dan Asia Selatan. Konsumsi terbesar beras
juga di Asia, tetapi secara keseluruhan Asia
merupakan net rice importer, meskipun beberapa
negara Asia pengekspor beras besar, seperti
Thailand, India, Pakistan, Vietnam, dan Cina
(Widodo, 2001; Sawit, 2003; Masyhuri, 2002).

Indonesia secara historis merupakan
negara pengimpor beras sejak sebelum merdeka.
Upaya untuk swasembada sudah dimulai sejak
dasawarsa 1950-an dengan Plan Kasimo,
dasawarsa 19960-an dimulai dengan demonstrasi
pancausaha, Demas dan Bimas. Sempat tersendat
karena perubahan politik, kemuddian dilanjutkan
dalam Pelita dengan puncak pada akhir Pelita III
(1984) mencapai swasembada dengan program
Insus, suatu program Bimas dengan lebih
memberikan peranan pada kelompok tani
sehamparan dengan penyuluhan system LAKU.
Pada Pelita III pertumbuhan produksi padi 7,44 %
per tahun melebihi pertumbuhan permintaan.
Kontribusi utama kenaikan produksi ini berasal
dari kenaikan produksi per hektar (75%) dan
sisanya dari perluasan areal panen. Hasil yang
ajaib ini (miracle growth) disebabkan karena
beberapa hal antara lain iklim sangat ideal,
kerusakan hama kecil, prosedur dalam program
Insus lebih baik, perbaikan irigasi, subsidi harga
input dan keberhasilan stabilitas harga (Widodo,
1990).

Setelah swasembada beras tahun 1984,
pertumbuhan produksi beras menurun Kkarena
diversifikasi tanaman dengan palawija dalam
rangka PHT (pengendalian hama terpadu) yang
membatasi tanam padi tiga kali setahun,
menurunya pembangunan irigasi, paket teknologi
sapta usaha dalam supra Insus yang tidak efektif.
Meskipun swasembada ini dapat bertahan 10
tahun, tapi pada masa krisis 1998 Indonesia
mengimpor hampir 6 juta ton beras, 21% dari 28
juta ton yang ada di pasar dunia.

Secara historis kebijakan harga beras
sudah dilakukan sejak sebelum penjajahan
Belanda (Sultan Amangkurat I), pemerintah
Belanda, pemerintah Jepang, dan pemerintah
Indonesia sejak merdeka penuh dengan BAMA
(Yayasan Bahan Makanan), yang kemudian
diganti dengan yayasan lain yang bertugas
mengimpor dan membeli beras dari penggilingan
beras untuk didistribusikan kepada pegawai
negeri, tentara, polisi, pegawai perusahaan
pemerintah dan injeksi pasar (Widodo, 1990).
Injeksi pasar berorientasi mensubsidi konsumen
melalui mekanisasi pasar. Namun demikian,
kebijakan ini tidak memenuhi sasaran, makin
banyak beras yang diinjeksi menyebabkan defisit
anggaran dan inflasi lebih besar.
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Pada tahun 1969-1970 dimulai suatu
kebijakan harga baru dengan tujuan stabilisasi
harga (dengan floor rice dan ceiling rice)
dilengkapi dengan kebijakan stok penyangga
(buffer stock policy) dengan BULOG sebagai

lembaga pelaksana, melindungi harga domestik -

agar lebih stabil tidak terlalu “terpengaruh oleh
musim dan fluktuasi pasar dunia. Net protection
rate (NRP) setelah tahun 1966 negatif, artinya
harga domesstik lebih rendah pada border price
(CIF) (Masyhuri, 1998), dengan kata lain
mensubsidi konsumen, terutama pada akhir
dasawarsa 1960-an dan permulaan dasawarsa
1970-a1, kecuali pada 1981-1984 NPR positif
yang lerdampak pada pertumbuhan produksi
yang tinggi.

KEBIJAKAN
INTERNASIONAL

PERDAGANGAN

Tujuan kebijakan ini untuk melindungi
produsen, konsumen dan  kesejahteraan
masyarakat, baik jangka pendek maupun jangka
panjang. Jangka pendek sangat penting karena
kebijakan support price misalnya, yang akan
berdampak positif dalam jangka panjang, dapat
mengakibatkan kekacauan, karena konsumen di
kota merasa dirugikan sehingga menentang
pemerintah atau penguasa waktu itu. Hal ini
berakibat pada dukungan politik yang goyah.
Padahal seharusnya dampak jangka panjang lebih
penting karena menentukan produksi Indonesia
pada miasa yang akan datang.

* Tidak ada suatu negara pun yang tidak
ingin melindungi kepentingan bangsanya,
produksi domestik, terhadap dampak negatif dari
luar, yaitu ketidakpastian pasar internasional.
Semua negara akan berupaya melindungi pasar
domestik dari instabilitas pasar internasional dan
banyak negara melindungi produsen atau petani
dari harga internasional yang rendah. Jepang
sampai sekarang masih melindungi petani padi
dengan tariff 1000%, Amerika mensubsidi petani
padi untuk ekspor, Eropa memproteksi produksi
gula dengan tariff 100-200% lebih, Malaysia dan
Filipina melindungi produsen beras.
Ketidakpastian pasar beras dunia sangat besar
bagi pengimport beras besar seperti Indonesia
karena pasar beras dunia bersifat tipis (thin
markef) dan aligopolis. Hanya 5% produksi beras
yang dipasarkan di dunia dan ekspor beras dunia
didominasi oleh hanya enam pengekspor beras
besar, yaitu Thailand, Vietnam, Cina, India,
Pakistan dan Amerika Serikat. Oleh karena itu
pengendalian dengan tariff dan pengaturan impor
lain tetap penting.

Di beberapa negara ada STE (Srate
Trading Enterprise) yang diakui WTO, seperti
Malaysia, Filipina, dan India dsb yang

memonopoli impor seperti BULOG di Indonesia
sebelum reformasi. Monopoli impor oleh
BULOG sudah tidak populer lagi pada masa
reformasi. Tariff yang flexible akan dapat
meredam dampak fluktuasi harga internasional
sekaligus sebagai alat proteksi produksi domestik.
Akan tetapi hal ini juga tidak popular karena
dapat diisukan meningkatkan kemiskinan. Akan
tetapi, kebijakan harga pangan rendah dengan
menurunkan tariff impor akan mensubsidi
konsumen, yang juga merupakan subsidi pada
kelompok konsumen lapisan menengah keatas,
yang tidak memerlukan subsidi, dengan
pengorbanan produsen petani kecil yang miskin,
meskipun menghasilkan net social gain. Dapat
juga dikembangkan adanya kebijakan proteksi
yang dilengkapi dengan program bantuan pada
kelompok sasaran penduduk miskin.

KEBIJAKAN HARGA DOMESTIK DAN
EFISIENSI PRODUKSI

Ketahanan pangan tidak hanya jangka
pendek, melainkan yang lebih penting jangka
panjang, yaitu bagaimana dapat menciptakan
keadaan yang dapat mendorong produksi yang
stabil dengan frend yang meningkat. Hal ini akan
menyangkut beberapa masalah untuk menentukan
kebijakan mengenai kelembagaan, produksi,
swasembada, stabilisasi harga dan support price.
Kelembagaan  koordinasi  antar ~ Mentri/
Departemen dan antar instansi diperlukan untuk
dapat menciptakan dan melaksanakan kebijakan
yang bulat sesuai tujuan jangka panjang
menghadapi  globalisasi, produksi  dan
kemiskinan. Lembaga STE semacam BULOG
masih  diperlukan meskipun tidak harus
mempunyai hak monopoli, kalau kita tidak ingin

bergantung pada perdagangan oleh swasta
sepenuhnya.
Sumber instabilitas dapat karena

fluktuasi musiman, siklus bisnis, inflasi iklim,
hama dan penyakit tumbuhan dan hewan, nilai
tukar rupiah dan teknologi. Instabilitas dapat
mempengaruhi efisiensi, menggeser supply dan
demand dan menurunkan kesejahteraan (Widodo,
2001). Di negara maju yang paling liberalpun
turut campur tangan pemerintah pada pasar
pertanian selalu ada agar dapat mengurangi
instabilitas dan ketidakpastian serta sebagai
support price policy, kebijakan pemerintah pusat
(tariff) diperlukan untuk upaya stabilisaasi dan
mendukung harga secara nasional sebagai syarat
yang diperlukan untuk kebijakan daerah lebih
lanjut. Kebijakan stabilitas harga disamping
mengurangi fluktuasi musiman, umumnya juga
dimaksudkan untuk  melindungi  ekonomi
domestik terhadap instabilitas pasar internasional.
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Globalisasi atau liberalisasi tidak menjamin
adanya stabilitas yang dapat menguntungkan
negara yang lemah, lebih-lebih pasar beras yang
merupakan residual market, thin market dan
bersifat oligopoly.

Pada masa lalu
berhasil dengan baik dalam upaya stabilisasi
harga beras domestik dengan floor price dan
ceiling price policy dan buffer stock policy,
dengan badan pelaksana BULOG hanya dengan
stok rata-rata 5% dari jumlah konsumsi beras.
Kebijakan semacam ini memerlukan dukungan
politik dari badan legislatif.

Proteksi menghasilkan efisiensi, tetapi
proteksi diperlukan untuk komoditi yang belum
siap bersaing secara global, untuk melindungi
persaingan yang tidak fair, untuk melindungi
petani, dan untuk melindungi ketahanan pangan

jangka panjang. Perdagangan internasional
banyak yang tidak fair, beberapa bahkan
dilakukan oleh negara maju.

Meski subsidi dilarang WTO atau
GATT, tetapi banyak negara maju mensubsidi
pemasaran dan eksport dengan kemudahan kredit
ekspor. Disamping itu pengadaan dan
pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak
melanggar WTO, seperti prasarana jalan,
komunikasi, irigasi, pendidikan, R & D, fasilitas
kredit dsb. Dengan peningkatan infrastruktur
efisiensi produksi dan pemasaran akan meningkat
sehingga akan lebih mampu bersaing di pasar
bebas.
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